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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya.

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan.

Fokus penelitian adalah pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi

kasus pada kantor Notaris Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe

deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan

pekerja perempuannya sama dengan pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan

ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan

kerja antara Notaris Fulan dengan pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan

ketenagakerjaan antara lain dalam hal pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan

fasilitas menyusui, tempat kerja yang layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana

pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris

Fulan antara lain mengikutsertakan program jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan

Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan

hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan

ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini

membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja perempuannya. Permasalahan yang

dibahas adalah mengenai hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuan. Fokus penelitian adalah

pada pelaksanaan kewajiban Notaris terhadap pekerja perempuannya dengan studi kasus pada kantor Notaris

Fulan di kota Depok. Bentuk penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analisis. Adapun hasil

penelitian bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris dengan pekerja perempuannya sama dengan

pelaksanaan hubungan kerja pada umumnya yang mengikuti peraturan ketenagakerjaan yang dibuktikan

dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian kerja. Pelaksanaan hubungan kerja antara Notaris Fulan dengan

pekerja perempuannya telah memenuhi ketentuan peraturan ketenagakerjaan antara lain dalam hal

pengupahan, hak-hak cuti khusus pekerja perempuan, kesempatan dan fasilitas menyusui, tempat kerja yang

layak dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui dana pribadi Notaris. Ketentuan yang ada dalam

peraturan ketenagakerjaan belum dapat dilaksanakan Notaris Fulan antara lain mengikutsertakan program

jaminan kesehatan dan keselamatan kerja melalui Badan Penyelenggara Kesejahteraan Nasional BPJS dan

pemberian cuti tahunan, serta istirahat panjang. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis memberikan

saran supaya setiap Notaris dalam melaksanakan hubungan kerja dengan para pekerja perempuannya

dilakukan sesuai ketentuan peraturan ketenagakerjaan.Kata kunci: Notaris sebagai pemberi kerja; pekerja

perempuan; hubungan kerja.Jurnal ini membahas kewajiban Notaris sebagai pemberi kerja terhadap pekerja
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<b>ABSTRACT</b><br>

This journal discusses Notary obligation as employer toward his her female employee. Research question

discussed in this thesis is employment relation between the Notary and the female employee. The focus of

the research is on the implementation of the obligation of Notary to his her female employee with case study

at Notary office Fulan in Depok city. The form of the research is juridical normative with descriptive

analysis type. The results of the study show that the implementation of working relationship between the

Notary and the female employee is as same as the implementation of employment relations in general that

follows the labor regulations as evidenced by the fulfillment of elements of the employment agreement. The

practice of the employment relations between the Notary Fulan and his her female employee has complied

with the labor regulation, among others are earnings, women 39 s special leave rights, breastfeeding

occasions and facilities, proper workplaces and health and safety insurance through personal funds of the

Notary. The provisions contained in the labor regulation that have not been executed by the Notary Fulan

are including the program of health and safety insurance through the National Welfare Administration

Agency BPJS , granting of annual leave and long time rests. Based on the results of the research, the author

advises that every Notary in carrying out work relations with his her female employees should be done in

accordance with the provisions of labor regulations.Keywords Notary as employer female employee

employment relation.


